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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas 

Pelanggaran Hak Cipta Lagu Pada Pemutaran Lagu Dalam Mainan Boneka Secara 

Komersial (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 19/Pdt.Sus-Hak 

Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst). Penelitian ini di latar belakangi karena maraknya 

penggunaan karya cipta yang bukan haknya telah melanggar hak eksklusif dari 

pencipta. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas bagaimana 

perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu yang diputar pada mainan boneka anak 

tanpa izin pencipta dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan 

putusan terhadap pelanggaran hak cipta atas pemutaran lagu tanpa izin pencipta 

pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor.19/Pdt.Sus-Hak 

Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jenis Penelitian skripsi ini merupakan Penelitian 

Yuridis Normatif, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dilakukan penarikan 

kesimpulan secara induktif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu yang diputar pada mainan boneka anak 

tanpa izin pencipta telah mendapatkan  perlindungan hukum secara memadai dan 

telah berjalan dengan cukup baik. Adapun pertimbangan hakim dalam 

menentukan putusan terhadap pelanggaran hak cipta atas pemutaran lagu tanpa 

izin pencipta pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor.19/Pdt.Sus-

Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

atau dengan kata lain pertimbangan Mahkamah Agung tersebut telah tepat dan 

sesuai. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,  Hak Cipta Lagu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu anggota World Trade Organization 

(WTO), yang berkomitmen kuat untuk melindungi Kekayaan Intelektual (KI) 

warga negaranya. Perubahan penyebutan istilah dari HAKI, kemudian HKI, dan 

terakhir KI telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2015 

tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang ditandatangani 

Presiden Joko Widodo pada 22 April 2015 yang lalu. Berdasarkan Perpres ini 

secara resmi tata nama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) 

diubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). 

Pada umumnya Kekayaan Intelektual (KI) ada yang bersifat personal dan 

komunal. Kekayaan Intelektual yang sifatnya personal tercipta melalui proses 

menghasilkan atau melahirkan suatu karya sendiri, proses untuk mendapatkan 

perlindungan serta komersialisasi dan perlindungan hukum atas hak milik yang 

sifatnya pribadi. Sementara Kekayaan Intelektual yang sifatnya komunal sudah 

terlahir di masyarakat dan haknya pada masyarakat pemilik atau pemangku adat 

atau dimiliki negara. Terkait aspek hak yang disebut atau tidak disebut, pada 

hakikatnya masih terkait pada bidang-bidang Kekayaan Intelektual. Dengan 

demikian, persoalan pada Kekayaan Intelektual yang bersifat personal maupun 

komunal, bila dilihat dari sisi kelembagaan Kekayaan Intelektual bukan di 

‘hak’nyaِ tetapiِ penekananِ padaِ substansinyaِ yaituِ Kekayaanِ Intelektualِ ituِ

sendiri.  
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Perubahan tata nama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

(DJHKI) menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga berkaitan 

dengan struktur kelembagaan, di mana saat ini aspek substansi tugas dan fungsi 

yang dijalankan tidak hanya sebagai lembaga administrasi di bidang kekayaan 

intelektual tetapi juga fokus kepada pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI). 

Pertimbangan dari diubahnya tata nama tersebut juga dilakukan untuk 

penyesuaian penyebutan istilah  yang memiliki tupoksi yang sama di hampir 

sejumlah negara yang memiliki kantor kekayaan intelektual. Mayoritas institusi 

negara-negara lain yang menangani bidang Kekayaan Intelektual (KI) sudah tidak 

menggunakanِ kataِ "Hak"ِ atauِ “Right”ِ dalamِ namaِ institusinya,ِ misalnyaِ diِ

Singapura institusi yang membidangi KI adalah Singapore Intellectual Property 

Office, di Korea Selatan dikenal Korean Intellectual Property Office. Atas 

sejumlah alasan itu pula, tata nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

digunakan secara tepat untuk bertindak sebagai instansi yang membidangi 

Kekayaan Intelektual. Perubahan penyebutan dari HAKI, kemudian HKI, dan 

terakhir KI hanya berubah pada penyebutannya saja tetapi arti dan maknanya tetap 

sama.1 

Kekayaan Intelektual (KI) adalah hasil pemikiran atau kerja otak manusia 

berupa sebuah karya yang mampu memberi kontribusi penting bagi peradaban 

manusia, baik dalam bidang penemuan (invention) maupun di bidang karya cipta 

                                                           
1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Laporan Tahunan 2015, diakses dari 

http://ppid.dgip.go.id/file/622237442.pdf, pada 4 Maret 2023, pukul 10.45 WIB  

http://ppid.dgip.go.id/file/622237442.pdf
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dan seni (art and literary work).2 Kekayaan Intelektual meliputi 2 (dua) bagian, 

yaitu:3 

1. Hak Cipta (copyright), dan 

2. Hak Atas Kekayaan Industri (Industrial Property Right)yang terdiri atas: 

a. Paten (patent) 

b. Merek (mark) 

c. Desain produksi industri (industrial design): 

d. Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of competition 

practices) 

e. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) 

f. Rahasia dagang (trade secret) 

Kekayaan intelektual (KI) termasuk hukum kebendaan yang tidak 

berwujud yang terdiri atas hak milik perindustrian dan hak cipta. Oleh karena itu, 

Kekayaan intelektual dapat pula dimaknai sebagai kepemilikan atas benda-benda 

tersebut. L.J. Van Apeldoorn berpendapat bahwa dalam pengertian hukumnya 

benda adalah objek hukum yang merupakan apa saja  yang dapat dipergunakan 

oleh subjek hukum dengan kata lain orang atau badan hukum. Menurut pengertian 

tersebut yang dimaksud dengan benda adalah sebagai segala sesuatu yang dapat 

menjadi suatu benda yang sah atau yang dapat dimiliki oleh orang secara sah 

berdasarkan hukum dan bernilai ekonomis, maka kekayaan intelektual sebagai 

                                                           
2 Yoyo Arifardhani, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Jakarta: 

Kencana, 2020, hlm. 7. 
3 Abdul Atsar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta: 

Deepublish, 2018, hlm. 20. 
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suatu benda adalah harta benda yang bisa diberikan pada suatu pihak, baik dengan 

cara pembelian, penjualan, warisan, pemberian atau perjanjian khusus seperti 

lisensi. Perjanjian lisensi yang biasa digunakan dalam pengalihan kekayaan 

intelektual memberikan hak kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan 

kekayaan intelektual tersebut sebagai imbalan atas pembayaran royalti kepada 

pemberi lisensi. Biasanya perjanjian ini memberikan hak ekonomi eksklusif 

sehubungan dengan penggunaan kekayaan intelektual.4  

Kekayaan Intelektual (KI) pada intinya mengacu pada hak hukum yang 

diberikan kepada pencipta atau penemu untuk mendapatkan keuntungan 

ekonomi atas hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia. Objek yang diatur 

dalam kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena 

kemampuan intelektual manusia.5 Perlindungan hukum terhadap Kekayaan 

Intelektual (KI) sangat penting mengingat betapa berharganya ciptaan di 

berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi yang 

timbul atau lahir oleh pencipta atau penemu telah mengorbankan tenaga, waktu, 

biaya, dan pikirannya. Pengorbanan ini lah yang menjadikan suatu karya berharga 

dan bernilai. Adanya perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual ini bertujuan 

untuk memberikan suatu penghargaan kepada seseorang yang telah menuangkan 

ide dan gagasanya ke dalam sebuah karya. Sudah jelas bahwa perlindungan 

hukum sangat dibutuhkan, apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas 

intelektual yang berlaku di bidang seni, industri, dan pengetahuan maka tiap orang 

                                                           
4 Khoirul Hidayah, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-

Undang & Integrasi Islam, Malang: UIN Maliki Press, 2013, hlm.2. 
5 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual , Tangerang: Ditjen HKI, 2013, hlm. iii. 
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dapat sesuka hati mempergunakan, meniru, dan membuat salinan secara bebas 

serta memproduksi tanpa batasan.6 

Maraknya penggunaan karya cipta yang bukan haknya seperti 

pembajakan, pencurian ide atau tidak memberikan kompensasi atas penggunaan 

ciptaan telah melanggar hak eksklusif dari pencipta. Dalam filsafat teori hukum 

alam, hal tersebut tidaklah dibenarkan karena dimana dari beberapa isinya 

merumuskan bahwa janganlah mencuri atau janganlah mengambil yang bukan 

hakmu. Sehingga masyarakat merasa perlu mendapatkan perlindungan secara 

hukum untuk melindungi apa yang seharusnya menjadi hak mereka dari segala 

pelanggaran. Salah satu undang-undang di Indonesia yang berlaku saat ini dan 

dibentuk guna melindungi Kekayaan Intelektual (KI) Yaitu Undang-Undang 

No.28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.7 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak 

cipta merupakan salah satu aspek penting kekayaan intelektual yang memberikan 

perlindungan seluas-luasnya, mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra(art 

and literary), bahkan program komputer.8 Hak cipta menurut pasal 1 angka 1 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut 

UUHC) ialah, hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 

                                                           
6  Khoirul Hidayah, Op.Cit hlm. 3. 
7 Komang Ariadarma Suputra, Ida Ayu Putu Widiat, dan Ni Made Sukaryati Karma, 

“Perlindunganِ Hukumِ Terhadapِ Penciptaِ Musikِ sebagaiِ Suaraِ Latarِ diِ Youtube”, Jurnal 

Interpretasi Hukum, Vol.1. No.1,  Edisi Agustus 2020. hlm. 79. 
8 Lusiaِ Sulastri,ِ “Modul Pembelajaran Mata Kuliah Hak  Atas Kekayaan Intelektual”, 

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta, 2021, hlm.7. diakses dari 

http://repository.ubharajaya.ac.id/11113/ pada 29 Januari 2023 pukul 21.06 WIB 

http://repository.ubharajaya.ac.id/11113/
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mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pada prinsip deklaratif disini mengandung artian bahwa perlindungan hak cipta ini 

otomatis akan melekat pada penciptanya setelah ide telah diwujudkan dalam 

bentuk nyata, Pada saat yang sama perlindungan hak cipta tidak timbul dari 

pendaftaran, tetapi dari pengumuman pertama ciptaannya.9 

Subjek perlindungan hukum hak cipta ialah pencipta yang menglahirkan 

atau menghasilkan suatu karya cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang 

yang secara sendiri-sendiri  atau bersama-sama yang atas inspirasi lahir suatu 

ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau 

keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.10 

Hak cipta yang dilindungi meliputi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni 

dan sastra. Yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, Ciptaan tersebut yaitu:11 

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 

hasil karya tulis lainnya; 

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;  

                                                           
9 Abdul atsar, Op.Cit. hlm. 21. 
10 Ibid, hlm. 41. 
11 Rohaini, dkk, Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual, Bandar Lampung: Pusaka 

Media, 2021,  hlm. 46. 
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f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;  

g. Karya seni terapan;  

h. Karya arsitektur;  

i. Peta; 

j. Karya seni batik atau seni motif lain;  

k. Karya fotografi;  

l. Potret;  

m. Karya sinematografi;  

n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;  

o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional;  

p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 

dengan Program Komputer maupun media lainnya;  

q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli;  

r. Permainan video; dan  

s. Program Komputer. 

Diketahui bahwa salah satu bentuk karya cipta yang mendapatkan 

perlindungan pada Pasal 40 ayat (1) huruf d adalah lagu dan/atau musik, baik ada 

teksnya maupun tidak. Karya cipta lagu atau musik yang mendapatkan 

perlindungan hak cipta disini diartikan sebagai suatu ciptaan utuh yang 
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mengandung unsur-unsur seperti lagu atau melodi, puisi atau lirik, aransemen 

yang merupakan bentuk atau hasil pemikiran dan gagasan pencipta yang 

dituangkan dalam ciptaan tersebut (merupakan suatu kesatuan karya kreatif).12 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

(UUHC) menjelaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif yang mencakup hak 

moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang tidak bisa dihapus atau 

dihilangkan dengan alasan apa pun, bahkan jika hak cipta tersebut telah dialihkan. 

Sementara itu, pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

(UUHC) menyatakan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif yang 

memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat 

ekonomi dari ciptaannya.13 Menurut Pasal 5 ayat (2) UUHC, hak moral tidak 

terbatas dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun penerapan 

hak tersebut bisa dialihkan. atas kehendak atau sebab lain apa pun setelah 

penciptanya meninggal dunia.  

Pasal 9 ayat 1 UUHC menyatakan bahwa pemegang hak cipta memiliki 

hak ekonomi yang meliputi aktivitas seperti mempublikasikan, memperbanyak, 

menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasikan, 

mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengomunikasikan, serta 

menyewakan ciptaan. Sesuai dengan pasal 9 ayat 2, penggunaan hak ekonomi ini 

membutuhkan izin dari pemegang hak cipta atau pencipta. Pasal 9 ayat 3 

                                                           
12 Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2014, hlm. 94. 
13 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 115. 
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menjelaskan bahwa tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, seseorang 

tidak diperbolehkan melakukan penggandaan atau penggunaan komersial ciptaan 

tersebut.14 

Hak melindungi kepentingan dan kehendak seseorang, dengan adanya hak 

yang diperoleh melalui mekanisme yang ditentukan Undang-undang, maka 

tumbuhlah eksklusivitas atau kepemilikan, sehingga seseorang dapat melindungi 

karyanya dengan melarang, mengizinkan ataupun memanfaatkan hak yang 

dimilikinya, serta memperoleh perlindungan hukum dari negara terhadap karya 

intelektualnya.15 Meskipun terdapat peraturan yang mengatur mengenai hak 

cipta, namun nyatanya perlindungan hak cipta terhadap lagu hasil karya cipta saat 

ini menjadi permasalahan yang serius karena tingkat pembajakan hak cipta lagu di 

Indonesia masih terbilang tinggi. Begitu banyak perkara pelanggaran hak cipta 

atas lagu di Indonesia tanpa memperhatikan hak moral dan hak ekonomi dan 

tentunya hal tersebut merupakan hal yang meresahkan bagi para pencipta karya 

lagu. Suatu bentuk kreativitas yang seharunya diapresiasi justru menjadikan 

kesempatan agar mendapatkan keuntungan tanpa adanya pertanggung jawaban. 

Hal ini disebabkan minimnya dan terbatasnya pengetahuan dan kesadaran akan 

hukum kekayaan intelektual khususnya hak cipta pada lagu. Hal ini juga 

disebabkan kurangnya apresiasi dan dukungan dari masyarakat atas hak-hak atau 

                                                           
14 P. Dina Amanda Swari danِ Iِ Madeِ Subawaِ ,ِ “Perlindunganِ Hukumِ Laguِ Yangِ

DiunggahِTanpaِIzinِPenciptaِdiِ ِSitusِYoutube”,ِJurnal Ilmu Hukum, Vol.6. No.10, Edisi Mei 

2018. hlm. 8-9. 
15 Djulaeka, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis 

Haki Kolektif-Komunal, Malang: Setara Press, 2014, hlm.54. 
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kewenangan suatu pencipta atau pemegang hak cipta yang telah mendapatkan 

perlindungan atas hukum.16 

Setiap manusia dapat membuat sebuah karya cipta mereka sendiri asal ada 

kemampuan dan kemauan dari diri manusia itu sendiri, akan tetapi hal yang paling 

penting adalah tidak setiap manusia dapat menghargai suatu karya dari manusia 

lainnya. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi yaitu kasus yang 

berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-

Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

Awal mula tuntutan ini terjadi ketika Inge Christiane selaku pemilik hak 

cipta pada tanggal 23 Desember 2019, mengetahui adanya perusahaan bernama 

PT Bintang Cahaya Kencana, Go-toys, dan Louis Aston, terlibat dalam kegiatan 

komersial yang melibatkan penjualan dan/atau mengedarkan suatu produk 

tertentu.ِProdukِyangِdikenalِdenganِnamaِ“PUTRIِANISAِHIJABِPERFUMEDِ

DOLL”ِatauِ“PUTRIِANISSAِHIJABِPERFUMEDِDOLL”, ini berisi berbagai 

macam lagu, salah satunya berjudul "Aku Mau" karya Inge Christiane. 

Penggunaan tidak sah atas lagu ini dilakukan tanpa persetujuan dari pemegang 

hak cipta yang sah.  

PT Bintang Cahaya Kencana, Go-toys, dan Louis Aston tidak pernah 

menerima izin atau lisensi dalam bentuk apa pun dari Inge Christiane yang 

merupakan pencipta lagu yang telah mendapatkan perlindungan hukum sesuai 

                                                           
16 JeremyِNugrohoِMartin,ِMardiِHandono,ِdanِ IkariniِDaniِWidiyanti,ِ “Perlindunganِ

Hak Cipta Lagu Pada Platform Musik Digital : Studi Kasus Tina Toon Menurut Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”,ِJurnal Ilmiah Hukum, Vol.21. No.3, Edisi Agustus 

2022. hlm.66. 
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peraturan perundang-undangan terkait. Penting untuk dicatat bahwa menggunakan 

atau mengumumkan lagu yang dibuat oleh orang lain untuk tujuan komersial 

memerlukan izin dari pencipta asli atau pemegang hak cipta.17Terlihat bahwa 

perusahaan tersebut mempergunakan lagu untuk mendapatkan keuntungan 

ekonomi tanpa izin pemilik hak cipta, yang merupakan pelanggaran terhadap hak 

cipta lagu dan telah memberikan kerugian terhadap hak horal dan hak ekonomi 

pemilik hak cipta. Dalam cakupan hukum perdata, setiap perbuatan melanggar 

hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mengharuskan orang yang 

menyebabkan kerugian itu mengganti kerugianya (Pasal 1365 KUHPerdata).18 

Maka  apabila seseorang yang mempergunakan Kekayaan Intelektual tanpa izin 

dari pemegang Hak Cipta dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum 

(Pasal 1365 KUHPerdata).19 

Berdasarkan undang-undang, wajar jika pencipta suatu lagu melakukan 

pengajuan tututan perdata terhadap perusahaan tersebut yang menggunakan 

lagunya tanpa izin dari pemilik hak cipta. Karena pemegang hak cipta jelas 

dijamin dan dilindungi undang-undang menurut Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 96 

KUH Perdata, dan Pasal 113 ayat 3 dan  4 UUHC. 

Permasalahan timbul ketika seseorang memanfaatkan ciptaan orang lain 

tanpa mendapat izin atau mengakuinya dalam perjanjian lisensi. Pelanggaran 

                                                           
17 HarryِRandyِLalamentik,ِ “ِKajianِHukumِTentangِHakِTerkaitِ (NeighboringِRight)ِ

Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-UndangِHakِCiptaِNomorِ28ِTahunِ2014”,ِ

Lex Privatum, Vol.6. No. 6, Edisi Agustus 2018, hlm. 13. 
18 HabiِKusno,ِ“PerlindunganِHukumِHakِciptaِTerhadapِPenciptaِLaguِYangِDiunduhِ

MelaluiِInternet”,ِِFiat Justisia, Vol. 10. No. 3, Edisi Juli-September 2016, hlm. 495 
19 Sujana Donandi, Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property 

Rights Law in Indonesia), Yogyakarta: Deepublish, hlm. 131-132. 
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hak cipta telah menjadi permasalahan umum di Indonesia, sehingga penting 

untuk membangun struktur hukum yang melindungi pencipta dari pelanggaran 

atas materi berhak cipta mereka. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis akan melakukan penelitian atas 

kasus pelanggaran hak cipta oleh PT Bintang Cahaya Kencana, Go-toys, dan 

Louis Aston terhadap karya cipta laguِ Ingeِ Christianeِ yangِ berjudulِ “Akuِ

Mau”ِberdasarkanِPutusanِPengadilanِNiagaِJakartaِPusatِNomor:ِ19/Pdt.Sus-

Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Maka penulis akan menulis karya ilmiah 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Pencipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu Pada Pemutaran Lagu Dalam 

Mainan Boneka Secara Komersial (Studi Putusan Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat No.19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu yang diputar pada 

mainan boneka anak tanpa izin pencipta? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap 

pelanggaran hak cipta atas pemutaran lagu tanpa izin pencipta pada 

putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor.19/Pdt.Sus-Hak 

Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam rangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap ciptaan 

lagu yang diputar pada mainan boneka anak tanpa izin pencipta. 

2. Untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam 

putusan terhadap pelanggaran hak cipta atas pemutaran lagu tanpa izin 

pencipta pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor.19/Pdt.Sus-

Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya 

dan di bidang hukum perdata pada khususnya yang berhubungan dengan 

perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual, dalam hal ini berkaitan 

dengan hak cipta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis dalam menambah wawasan dan menjadi wadah bagi 

penulis untuk berkarya, melatih keterampilan serta melakukan 

penelitian untuk dituangkan kedalam sebuah tulisan ilmiah. 



14 
 

 
 

b. Bagi masyarakat, diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan hukum serta 

memberikan pemahaman yang lebih baik atas perlindungan hukum 

Kekayaan Intelektual  khususnya pada Hak cipta. 

c. Bagi pencipta lagu diharapkan agar penelitian ini dijadikan sebagai 

bahan pembelajaran dan ilmu pengetahuan tambahan bagi pencipta 

lagu terkait dengan hak dan kewajiban sebagai pencipta atau 

pemegang hak cipta atas karya yang diciptakannya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Bagi pemerintah, sebagai pihak pembuat undang-undang dan para 

penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan 

untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam mengenai isu hukum 

pada Kekayaan Intelektual Khususnya Hak Cipta. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup 

penelitian dan fokus pada masalah yang akan dibahas yaitu penelitian dengan 

judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pelanggaran Hak 

Cipta Lagu Pada Pemutaran Lagu Dalam Mainan Boneka Secara Komersial 

(Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.19/Pdt.Sus-Hak 

Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)”. yang memiliki kekhususan sesuai dengan tujuan 

yaitu untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap ciptaan 

lagu yang diputar pada mainan boneka anak tanpa izin pencipta. Serta untuk 
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memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan terhadap 

pelanggaran hak cipta atas pemutaran lagu tanpa izin pencipta pada putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor.19/Pdt.Sus-Hak 

Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan 

abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya 

memiliki tujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. 

Pemikiran teoritis merupakan bagian integral dari setiap upaya penelitian, karena 

berkaitan erat dengan aktivitas pengumpulan, pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan konstruksi data, sehingga membentuk hubungan timbal balik.20 Kerangka 

teori dalam penulisan karya ilmiah hukum memiliki 4 (empat) ciri, yaitu teori-

teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum 

berdasarkan pembidangan kekhususannya.21 Berdasarkan dengan masalah yang 

diangkat penulis, maka ada beberapa teori berikut ini yang digunakan untuk 

memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian ini. 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang 

menjelaskan terkait perlindungan hukum, antara lain yaitu, Satjipto 

Rahardjo, Fitzgerald dan Philipus M Hadjon. Menurut Satjipto Rahardjo, 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

                                                           
20 Ishag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, 

Bandung : Alfabeta, 2016, Hlm. 25.    
21 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79. 
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manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut 

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak 

yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum 

merupakan upaya untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat 

sedemikian rupa sehingga tidak timbul konflik kepentingan dan 

masyarakat dapat menggunakan seluruh hak yang diberikan oleh undang-

undang.22 

Fitzgerald mengutip  teori perlindungan hukum dari istilah 

Salmond, yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 

masyarakat karena dalam perdagangan kepentingan, perlindungan 

terhadap beberapa kepentingan  dapat dijamin dengan  membatasi berbagai 

kepentingan  pihak lain.23 

Selanjutnya Philipus M. Hadjon mendefinisikan bahwa 

perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, 

serta  pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh 

subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau 

sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu 

hal dari hal lainnya.24  

                                                           
22 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan kedelapan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2014, hlm. 53. 
23 Ibid, hlm. 54. 
24 Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan 

Pemerintahan, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 96. 
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Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi 

subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Secara teoritis, bentuk 

perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan 

hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum 

preventif ialah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bersifat 

pencegahan. Hal ini diatur dalam peraturan hukum dengan tujuan agar 

mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan pedoman atau 

pembatasan terhadap pelaksanaan kewajiban. Sedangkan perlindungan 

hukum represif, merupakan upaya terakhir berupa sanksi seperti denda, 

penjara, dan sanksi tambahan yang ditujukan untuk menyelesaikan apabila 

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.25 Dalam 

penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk melindungi hak 

cipta lagu yang mana karya lagu ciptaannya dipergunakan tanpa izin hak 

pencipta. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian mempunyai arti ketentuan atau ketetapan. Sedangkan 

hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-

sanksi. Bila kata kepastian digabung dengan kata hukum maka akan 

menjadi kepastian hukum, yang mana mengandung arti peraturan hukum 

suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga 

negara. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan 

                                                           
25 Ibid, hlm. 102. 
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salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu 

merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, 

yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang 

diharapkan dalam keadaan tertentu.  

Berlakunya hukum secara umum bagi seluruh masyarakat dan 

negara, maka secara otomatis kepastian hukum harus diwujudkan. Dengan 

demikian unsur kepastian hukum memerlukan adanya upaya positivisasi 

dari aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga 

aturan-aturan tersebut memiliki aspek legalitas yang dapat menjamin 

adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang 

harus ditaati.26 

Dalam proses peradilan, putusan hakim harus memberikan 

kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan 

kemanfaatan. Dalam konteks demikian kepastian hukum merupakan 

keamanan hukum, yang artinya melindungi para pihak terhadap tindakan 

sewenang-wenang hakim dalam proses peradilan.27 

Penelitian ini akan melakukan penelaahan apakah Putusan Nomor : 

19/Pdt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah memiliki kepastian 

hukum atau tidak dan nilai yang ingin dicapai telah terpenuhi atau belum. 

 

                                                           
26 Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.  115. 
27 Ibid, hlm. 116. 
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3. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual 

Robert C. Sherwood berpendapat bahwa perlindungan terhadap 

Kekayaan Intelektual mempunyai beberapa dasar pembenaran, dan ada 

beberapa teori yang dapat menjelaskan mengapa perlindungan terhadap 

Kekayaan Intelektual diperlukan, antara lain:28 

a. Reward Theory  

Teori reward menjelaskan bahwa pencipta atau penemu yang 

menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan diberi 

penghargaan atas hasil jerih payahnya dalam menghasilkan suatu karya 

yang diciptakannya. Penghargaan atau apresiasi tersebut, dapat berupa 

pengakuan atas hasil karya intelektual pencipta. Contoh pengakuan 

atas hasil karya intelektual seorang pencipta adalah menyematkan 

nama pencipta pada saat menggunakan hasil karyanya. Merujuk pada 

kasus yang telah dibahas sebelumnya yaitu, pelanggaran hak cipta 

yang dilakukan oleh PT Bintang Cahaya Kencana, Go-toys, dan Louis 

Aston, maka sudah sewajarnya jika pencipta atau pemegang hak cipta 

atas hasil karya cipta lagu yang berjudulِ “akuِ mau”ِ menggugatِ PTِ

Bintang Cahaya Kencana, Go-toys, dan Louis Aston, karena pada 

kenyataanya  PT Bintang Cahaya Kencana, Go-toys, dan Louis Aston 

mempergunakanِ laguِ “akuِ mau”ِ padaِ mainanِ bonekaِ anakِ tanpaِ

mencantumkan nama pencipta lagu dan tanpa izin terlebih dahulu. 

Maka, hal ini merupakan bentuk dari tidak mengakui karya yang 

                                                           
28 Khoirul Hidayah, Op.Cit. hlm. 7. 
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dibuat oleh pencipta, sehingga pencipta lagu merasa tidak adanya 

penghargaan atas karya lagu yang telah dihasilkan.  

b. Recovery Theory 

Teori recovery menjelaskan bahwa penemu atau pencipta yang 

telah  mengeluarkan waktu, tenaga serta biaya dalam menghasilkan 

suatu karya intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah 

dikeluarkannya tersebut. Pencipta membutuhkan perolehan kembali 

atas kerja kerasnya dalam menghasilkan karya intelektual yang telah 

dilakukan yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat untuk 

masyarakat 

c. Incentive Theory 

Teori incentive menjelaskan bahwa perlu adanya insentif bagi 

para pencipta atau penemu suatu karya untuk memberikan dorongan 

atau semangat dalam membuat karya-karya yang bermanfaat lagi 

dikemudian hari. Mengingat telah banyak proses serta pengorbanan 

yang telah dikerahkan dalam pembuatan suatu karya, seperti waktu, 

tenaga, biaya. Maka teori ini menekankan adanya insentif agar para 

pencipta termotivasi untuk terus menghasilkan sebuah karya. 

d. Risk Theory 

Dalam Teori risk selalu ada risiko dalam membuat atau 

menghasilkan suatu karya. Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil 

penelitian yang mengandung risiko sebagai upaya untuk menemukan 
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atau memeprbaikinya dalam proses penelitian. Sehingga dengan 

demikian sudah sewajarnya bila aktivitas yang mengandung risiko ini 

dilindungi.29 

Penelitian skripsi ini menggunakan teori Perlindungan Hak 

Kekayaan Intelektual guna untuk mengetahui dasar pembenaran mengapa 

pencipta atas suatu karya perlu adanya perlindungan hukum. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian 

hukum kepustakaan, sebab penelitian hukum normatif dilakukan hanya 

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.30 Penelitian ini 

dikonsepkan sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma 

yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.31 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menerapkan beberapa metode pendekatan, yaitu 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan 

konseptual. 

                                                           
29 Khoirul Hidayah, Op.Cit. hlm. 8. 
30 Soerjono Soekanto dan  Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 201, hlm. 13. 
31 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,  Jakarta: Sinar 

Grafika, 2006, hlm. 118. 
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a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah metode 

yang melibatkan analisis terhadap semua peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini diterapkan 

dalam penelitian untuk memenuhi kebutuhan praktis dan akademis.32 

b. Pendekatan kasus (case approach) 

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah 

yang dihadapi dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan 

hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap.33 

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual approach) 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) ialah pendekatan 

yang menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip 

hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pendapat ilmiah 

maupun doktrin hukum.34 

3. Jenis dan Bahan Penelitian 

Penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka yang 

merupakan bahan hukum dasar yang digolongkan sebagai bahan hukum 

sekunder dalam penelitian.35 Penulis menggunakan jenis dan sumber 

                                                           
32 Dyah Ochtorinaِ Susantiِ danِ ِ A’anِ Efendi,ِ Penelitian Hukum (Legal Research), 

Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 110. 
33 Soerjono Soekanto dan  Sri Mahmudji, Op.Cit. hlm.14. 
34 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), cet.12,  Jakarta: Prenada 

Media Group, 2016, hlm. 178. 
35 Soerjono Soekanto dan  Sri Mahmudji, Op.Cit. hlm.14. 



23 
 

 
 

penelitian data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat terdiri atas 

norma, dan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 

tentang Hak Cipta(UUHC); 

3. Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan tentang bahan 

hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal, dan bahan hukum lainnya 

yang mempunyai hubungan untuk mendukung penelitian ini.36 

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memuat petunjuk dan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, berupa buku 

penelitian hukum,  ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.37 

4. Teknik Pengumpulan Bahan  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melakukan pembelajaran literatur atau studi pustaka yang disusun secara 

sistematis agar mudah untuk dipahami. Dalam konteks ini, informasi 

kepustakaan tersebut didapat melalui pencarian dan mengumpulkan bahan dari 

peraturan Perundang-Undangan terkait hak cipta dan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 Tentang hak cipta. selanjutnya melalui karya akademik seperti 

                                                           
36 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta :  UI Press, 1981, hlm. 52.  
37 Ibid. 
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buku ilmiah, buku literature, jurnal, skripsi, dan bahan tertulis lainnya yang 

berbentuk cetakan ataupun elektronik. 

5. Teknik Analisis Bahan  

Dalam menganalisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 

ini, digunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan 

melakukan uraian secara deskriptif dari bahan hukum yang telah diperoleh ke 

dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Bahan 

hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana 

mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang akan 

dibahas.38 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini dilakukan secara induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai 

terhadap hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan 

yang bersifat umum.39 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Ibid, hlm. 21. 
39 Surakhmad winarto, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Bandung: 

Tarsito, 1994, hlm.17.  
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https://www.rspatriaikkt.co.id/pengertian-lagu-menurut-para-ahli
https://www.rspatriaikkt.co.id/pengertian-lagu-menurut-para-ahli
https://roboguru.ruangguru.com/forum/lagu-populer-adalah_FRM-EE3B2Y3C
https://roboguru.ruangguru.com/forum/lagu-populer-adalah_FRM-EE3B2Y3C
https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/
https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/
https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum/
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